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PEDOMAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_

BUPATI NATUNA,

bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan dan
lajunya pembangunan yang beraneka ragam,
memerlukan penataan kota yang berhubungan langsung
dengan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan
pengendalian ruang kota;

bahwa untuk terwujudnya penataan bangunan yang
teratur, indah dan nyaman sesuai dengan aspek
lingkungan dan ketentuan — ketentuan yang ada perlu
memanfaatkan ruang kota secara optimal melalui
perizinan yang tertib, dengan melakukan pengendalian
Izin Mendirikan Bangunansecara efektif dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b ,maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Izin
Mendirikan Bangunan;

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda
Cagar Budaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3470 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3699),

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34  Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak,
Kabupaten karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4237);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4725),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun
1999 Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian 1zin Mendirikan Bangunan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1992
tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan bagi Proyek — Proyek
PMA dan PMDN di Daerabh;

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor 17 / M / 2003 tentang Penetapan Jenis Usaha dan
atau Kegiatan Bidang Permukiman dan Prasarana
Wilayah yang wajib dilengkapi dengan Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan,;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17
Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan
yang Wajib di Lengkapi dengan AMDAL,;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Kawasan Perkotaan dan Pedoman Pemanfaatan
Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis




Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2011Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Natuna.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Natuna.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Natuna.

Bangunan adalah suatu perwujudan fisik, konstruksi dan arsitektur yang
digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.

Pemanfaatan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan gedung sesuai dengan
fungsi yang telah ditetapkan.

Pemilik Bangunan Gedung adalah orang perorangan, badan hukum, kelompok
orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan
gedung.

Pemilik penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun-bangunan adalah
badan usaha dan atau perorangan yang meliputi kegiatan pembangunan,
pemanfaatan, perawatan dan pembongkaran.
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Pemilik penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun-bangunan adalah
badan usaha dan atau perorangan yang meliputi kegiatan pembangunan,
pemanfaatan, perawatan dan pembongkaran.

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup
yang diakibatkan oleh suatu usaha dan /atau kegiatan.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak
besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperiukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemochon untuk membangun
baru, rehabilitasi/renovasi dan atau memugar dalam rangka melestarikan
bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang
berlaku.

Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan
lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan
bangunan kepada Pemerintah Daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi
khusus kepada Pemerintah.

Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan
dalam pelaksanaan pembangunan gedung.

Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.

Pemutihan bangunan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian
IMB terhadap bangunan dengan syarat bangunan sudah selesai terbangun
secara utuh sebelum Peraturan Daerah ini disyahkan, dan telah dimanfaatkan
serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau
sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan / atau prasarana dan
sarananya.

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK,
adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten ke dalam rencana
pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan
ruang.

Rencana Teknik Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RTRK, adalah
rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata
letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas
umum.

Rencana Tata Bangunan dan lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL
adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan,
rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan
pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.




